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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2005 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Garut 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Menetapkan

dan

BUPATI GARUT
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Bupati adalah Bupati Garut.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pasal 2

Struktur APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah ................ Rp4.572.326.913.928,00
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Belanja Daerah ....................... Rp4.695.442.108.129,00
defisit....ccoooviniiniiiiiiiii, Rp(123.115.194.201,00)
Pembiayaan Daerah
1. penerimaan...................... Rp124.241.444.201,00
2. pengeluaran..................... Rpl1.126.250.000,00
Pembiayaan neto..................... Rp123.115.194.201,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran
tahun berkenaan .................... Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a sebesar Rp4.572.326.913.928,00 (empat triliun lima
ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta
sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh
delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.

C.

(1)

(4)

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a sebesar Rp770.929.983.606,00 (tujuh
ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp351.029.396.079,00 (tiga ratus lima
puluh satu miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus
sembilan puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp59.861.427.202,00 (lima puluh
sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta
empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp7.336.469.580,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh
enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima
ratus delapan puluh rupiah).

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp352.702.690.745,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar
tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu
tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
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Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.792.998.904.627,00 (tiga
triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan
ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat
ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri
atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a  sebesar
Rp3.557.984.029.000,00 (tiga triliun lima ratus lima
puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat
juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b  sebesar
Rp235.014.875.627,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar
empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu
enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢  sebesar
Rp8.398.025.695,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan
puluh delapan juta dua puluh lima ribu enam ratus
sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢  sebesar
Rp8.398.025.695,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan
puluh delapan juta dua puluh lima ribu enam ratus
sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar
Rp4.695.442.108.129,00 (empat triliun enam ratus sembilan
puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus
delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri
atas:

a.
b.
c.

belanja operasi
belanja modal;
belanja tidak terduga; dan
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belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a sebesar Rp3.767.339.048.777,00 (tiga triliun
tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga
puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu tujuh
ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. Dbelanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp1.998.414.616.263,00 (satu triliun
sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat
ratus empat belas juta enam ratus enam belas ribu dua
ratus enam puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp1.493.301.271.211,00 (satu
triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus
satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus
sebelas rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh
tujuh juta rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp269.585.161.303,00 (dua ratus enam
puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima
juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga
rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e sebesar Rp5.801.000.000,00 (lima miliar
delapan ratus satu juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b sebesar Rp223.679.639.045,00 (dua
ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu
empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;
d

belanja modal jalan jaringan dan irigasi;

®

belanja modal aset tetap lainnya; dan

belanja modal aset lainnya.
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Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.853.252.600,00 (tiga
miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima
puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b  sebesar
Rp73.042.395.273,00 (tujuh puluh tiga miliar empat
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua
ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) huruf ¢  sebesar
Rp57.987.046.889,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan
ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu
delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d  sebesar
Rp56.717.090.885,00 (lima puluh enam miliar tujuh
ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus
delapan puluh lima rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e sebesar Rp31.699.212.498,00 (tiga
puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan
juta dua ratus dua belas ribu empat ratus sembilan
puluh delapan rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f sebesar Rp380.640.900,00 (tiga ratus
delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu
sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ sebesar Rp26.967.621.459,00 (dua puluh enam miliar
sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh
satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

(1)

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d sebesar Rp677.455.798.848,00 (enam ratus
tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima
juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan
ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh
miliar lima ratus juta rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp639.955.798.848,00 (enam
ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima
puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
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Pasal 12
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar

Rp123.115.194.201,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus
lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus
satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a sebesar Rp124.241.444.201,00 (seratus
dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta
empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya; dan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rpl124.241.444.201,00 (seratus dua
puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta
empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu
rupiah).

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

Pasal 14

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b sebesar Rpl.126.250.000,00 (satu
miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah; dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebesar Rp1.126.250.000,00 (satu miliar
seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

(3) Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
RpO0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan
Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp(123.115.194.201,00) (seratus dua
puluh tiga miliar seratus lima belas juta seratus
sembilan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah).



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar
Rp123.115.194.201,00 (seratus dua puluh tiga miliar
seratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat
ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih
lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi
penerimaan Pembiayaan sebagaimana  yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.



(7)

(8)

)
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Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program
dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan
terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:

a.

Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran III : Rincian APBD  menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Lampiran IV~ : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan
SPM;

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD;

Lampiran IX  : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Provinsi; dan
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j- Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan.

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI GARUT,

ttd

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT /6 i
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